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ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Untuk
menempuh pendidikan tinggi dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal ini
dianggap sulit bagi keluarga yang kurang mampu. Banyak keluarga kurang
mampu yang memiliki anak berprestasi namun tidak dapat melanjutkan
pendidikan ke bangku perkuliahan hingga selesai. Untuk membantu biaya
perkuliahan, pemerintah kota Yogyakarta memberikan bantuan dana berupa
beasiswa yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang
Kartu Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Namun sering kali pendistribusian
beasiswa ini tidak tepat sasaran dan tidak diketahui oleh masyarakat secara
langsung. Oleh karena itu, perlu mengangkat persoalan mengenai pelaksanaan
dalam pedoman pemberian beasiswa prestasi bagi keluarga ber-KMS di kota
Yogyakarta pada tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan
Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa
Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Wilayah
Kota Yogyakarta tahun 2013. Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kota
Yogyakarta yang merupakan pelaksana teknis pemberian beasiswa. Jenis data
yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah dengan penelitian lapangan (Field Research), yaitu
pengumpulan data melalui literatur, dokumen-dokumen dan lainnya. Serta
dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara kepada para responden
yang terkait.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah kota Yogyakarta dalam
menjalankan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju
Sejahtera (KMS) sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Pada tahun 2013
penerima beasiswa prestasi ber-KMS tercatat sebanyak 28 mahasiswa dari 45
kelurahan, satu di antaranya menempuh perkuliahan di luar wilayah DIY. Akan
tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa faktor yang menghambat
pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi ber-KMS secara merata sehingga perlu
menjadi perhatian pemerintah Yogyakarta. Di antaranya adalah kurangnya
sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kepada masyarakat
sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program tersebut.
Selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi membuat
masyarakat tersebut tidak ingin tahu dengan adanya program pemerintah. Di
Samping itu, faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberian beasiswa ini yaitu
syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurus beasiswa ini
tidaklah sulit, sehingga mahasiswa yang menginginkan beasiswa prestasi ber-
KMS ini sangat merasa terbantu.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dalam pandangan masyarakat modern sekarang ini, seperti

Indonesia telah menjadi wacana publik. Pendidikan informal dan nonformal

merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup keseharian masyarakat.

Namun tidak demikian dengan pandangan masyarakat yang sederhana atau

masih tradisional. Masyarakat yang masih sederhana yang diikat oleh norma-

norma kesepakatan di dalam suatu budaya melihat pendidikan sebagai bagian

tidak terpisahkan dari kehidupan berbudaya. Pendidikan dalam bentuknya

yang sederhana merupakan bagian dari struktur kehidupan masyarakat. Tanpa

pendidikan, masyarakat sederhana itu tidak dapat melanjutkan kehidupannya

karena melalui proses pendidikan para anggotanya diikat oleh kesepakatan-

kesepakatan dalam adat-istiadat yang diturun-temurunkan.1

Pendidikan merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Upaya

melaksanakan proses pendidikan dibutuhkan dana yang digunakan untuk

memperlancar tercapainya tujuan pendidikan, dengan kata lain dana sangat

berperan penting dalam melaksanakan proses pendidikan. Banyaknya

masyarakat miskin yang tidak memiliki banyak biaya sangat kesulitan untuk

menyekolahkan anak-anaknya terutama dalam menempuh pendidikan tinggi.

Hal itulah yang membuat banyak masyarakat miskin yang tidak mampu

1 H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan;Pengantar Untuk Memahami
Kebiajakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), hlm.1.
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melanjutkan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi dengan alasan terkendala

oleh biaya pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia untuk

mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak. Berdasarkan

Pasal 28 C ayat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya (1) bahwa “setiap

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

manusia”2 dan untuk mewujudkan tujuan negara pada UUD 1945

“mencerdaskan kehidupan bangsa,” Pemerintah memberikan banyak progam

beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu melalui Perguruan Tinggi salah

satunya di Kota Yogyakarta seperti Bidik Misi, Beasiswa Prestasi, Beasiswa

Miskin meskipun program ini belum dapat menjangkau setiap mahasiswa.

Mengingat Yogyakarta merupakan kota pelajar yang mana di

sepanjang tahun 2013 tercatat sekitar 310.860 mahasiswa dari 33 provinsi di

Indonesia belajar di Yogyakarta. Dari jumlah itu, 244.739 orang atau 78,7

persen adalah mahasiswa perantauan dari luar daerah.3 Hal ini cukup

disayangkan apabila putus kuliah terjadi pada mahasiswa yang khususnya

mahasiswa berprestasi. Melihat jumlah penduduk miskin atau penduduk yang

konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan di DIY mencapai 550,19 ribu

orang pada Maret 2013. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada

2 Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945.

3http://nasional.kompas.com/read/2013/04/08/03164776/Pertahankan.Indonesia.Mini.di.
Yogyakarta/ diakses pada tanggal 01/04/14.
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Maret 2013 sebanyak 315,47 ribu orang 57,34 persen dan jumlah penduduk

miskin di daerah perdesaan pada Maret 2013 sebanyak 234,73 ribu orang atau

42,66 persen4 dan beberapa mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di

perguruan tinggi terancam putus kuliah dikarenakan kesulitan dalam

membiayai kuliah.

Oleh karena itu untuk menekan jumlah mahasiswa yang putus kuliah

di wilayah Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta memberikan

bantuan berupa beasiswa prestasi bagi mahasiswa kurang mampu khususnya

keluarga pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) yang diatur dalam

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu

Menuju Sejahtera (KMS). Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi

mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari

keluarga pemegang KMS serta memberi motivasi dan membantu mahasiswa

dari keluarga KMS yang menempuh pendidikan pada tingkat Perguruan

Tinggi agar dapat menyelesaikan studi.

Seperti halnya di Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang

memberikan beasiswa miskin kepada mahasiswa kurang mampu. Akan tetapi,

dalam pemberian beasiswa miskin terjadi tidak tepat sasaran yang mana tidak

hanya mahasiswa miskin saja yang mendapatkan beasiswa miskin, namun

mahasiswa yang mampu juga mendapatkan beasiswa tersebut. Untuk itu pada

pendistribusian dan pendataan mahasiswa berKMS sudah terealisasikan atau

4http://krjogja.com/read/178716/penduduk-miskin-di-diy-turun-tipis.kr/ diakses pada
tanggal 01/04/14.
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belum kepada masyarakat Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang di atas

penyusun tertarik untuk melanjutkan penelitian yang lebih lanjut mengenai

Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 29 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu

Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013

tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi

Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Wilayah Kota

Yogyakarta tahun 2013?

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan

Walikota No. 29 Tahun 2013 tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a) Untuk mengetahui implementasi terhadap Peraturan Walikota No. 29

Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa

Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS)

di Wilayah Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2013.
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b) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam

pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a) Secara Teoretis

(1) Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya Hukum Administrasi

Negara pada khususnya tentang pertimbangan pemerintah dalam hal

mengambil kebijakan.

(2) Mengetahui upaya pemerintah dalam mengalokasikan dana

beasiswa bagi mahasiwa berprestasi pemegang Kartu Menju

Sejahtera (KMS) tepat pada sasaran.

(3) Sebagai verifikasi pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat

dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di

lapangan.

b) Secara Praktis

(1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman

serta pemerintah dalam melaksanakan dan pengoptimalan dalam

pengimplementasian setiap peraturan atau kebijakan pedoman

pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi pemegang Kartu

Menuju Sejahtera (KMS).
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(2) Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan

dalam hukum tata negara maupun hukum adminstrasi negara

terhadap kebijakan pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan permasalahan terkait literatur pemberian beasiswa

mahasiwa berprestasi bagi keluarga pemegang Kartu Menju Sejahtera (KMS)

terdapat karya tulis yang tidak terlalu sama, namun ada kesamaan dalam

pengertian dimana di dalamnya mengupas permasalahan mengenai penyaluran

beasiswa untuk kepentingan pendidikan. Penyusun menemukan beberapa

karya tulis yang berkaitan dengan materi yang dikaji yaitu sebagai berikut:

Skripsi Amirudin  “Analisis Kebijakan Pendidikan Melalui Kartu

Menuju Sejahtera Walikota Yogyakarta dan Dampaknya Terhadap

Pemberdayaan Anak Kurang Mampu Di Kota Yogyakarta” menyoroti

permasalahan implementasi kebijakan pendidikan melalui Kartu Menuju

Sejahtera (KMS) Walikota serta dampak kebijakan pendidikan melalui KMS

terhadap pemberdayaan anak kurang mampu di Kota Yogyakarta. Dapat

ditarik kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa implementasi kebijakan

pendidikan melalui Kartu Menuju Sejahtera (KMS) walikota sudah baik, baik

di tingkat Pemerintah maupun pada tingkat lembaga pendidikan dan

masyarakat. Terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi di lapangan,

misalnya koordinasi dan transparansi yang tidak harmonis dari pihak Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM) dalam pendataan, minimnya sosialisasi yang

dilakukan pihak Dinas Pendidikan juga salah satu kelemahan yang
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menyebabkan kesalahpahaman dengan pihak sekolah dam masyarakat. Selain

itu input siswa KMS yang rendah mengakibatkan sedikit kesulitan bagi

sekolah dalam mendidik.5 Dari paparan di atas memiliki kesamaan dalam

pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang Kartu Menuju Sejahtera

(KMS). Akan tetapi terdapat perbedaan, penyusun meneliti tentang pedoman

pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi pemegang Kartu Menuju

Sejahtera (KMS) yang mana lebih ditekankan pada mahasiswa sedangkan di

sini ditekankan pada dampak kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) pada

pemberdayaan anak kurang mampu.

Skripsi Amanda Tikha Santriati dengan “Perlindungan Hak Pendidikan

Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak,” meneliti tentang bagaimana pemerintah

memberikan perlindungan bagi anak terlantar khususnya dalam bidang

pendidikan.6 Jelas penelitian ini berbeda dengan penelitian penyusun

bahwasannya penyusun tidak meneliti tentang hak pendidikan anak terlantar

melainkan meneliti tentang implementasi dalam pemberian beasiswa

mahasiswa berprestasi pemegang KMS serta hak pendidikan namun bagi

mahasiswa ber-KMS.

5 Amirudin, “Analisis Kebijakan Pendidikan Melalui Kartu Menuju Sejahtera Walikota
Yogyakarta Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Anak Kurang Mampu Di Kota
Yogyakarta,” Skripsi, (Yogyakarta: Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

6 Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota
Yogyakarta Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Skripsi,
(Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas: Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2014).
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Tesis Sofian Munawar “Muatan HAM dalam Kebijakan Pendidikan

Studi Evaluasi di Kota Yogyakarta,” meniliti tentang pemenuhan hak asasi

manusia dalam pendidikan dengan berlatar belakang masalah fenomena

menjamurnya peraturan daerah mengenai pendidikan seperti Peraturan

Walikota Yogyakarta No. 44 Tahun 2010 tentang Pedoiman Penerimaan

Peserta Didik baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta yang

dipandangnya sebagai sesatu yang diskriminatif, tidak sesuai dengan asas

kesetaraan warga negara sebagai salah satu prinsip hak asasi manusia. Tujuan

dari tesis ini untuk mengungkap dinamika kebijakan pendidikan di Kota

Yogyakarta, terutama mengevaluasi muatan HAM yang terdapat di dalamnya.

Objek pada tesis ini adalah siswa yang mengenyam pendidikan pada level

pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD/ MI, SMP/ MTs, serta SMA/ MA

dan SMK.7 Dari penjabaran di atas terdapat perbedaan dalam pembahasan,

penyusun tidak meneliti hak asasi manusia dalam kebijakan pendidikan bagi

siswa pengenyam pendidikan dasar dan menengah, melainkan hak asasi

manusia dalam kebijakan pendidikan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa

berpretasi bagi keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS).

Skripsi Ma’sumatun Ni’mah dalam “Penerapan UUD 1945 Pasal 31

ayat (1) Tentang Hak Memperoleh Pendidikan (Studi Kasus Bagi Anak

Jalanan Di Lembaga Sosial Hafara Kasihan Bantul” yang berlatar belakang

akibat perkembangan perekonomian yang tidak merata di Indonesia sehingga

7 Sofian Munawar, “Muatan HAM dalam Kebijakan Pendidikan Studi Evaluasi di Kota
Yogyakarta,” Tesis, (Yogyakarta: Studi Ilmu Politik, Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011).
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banyak anak yang terpaksa hidup di jalan dan meninggalkan bangku sekolah

untuk memenuhi kebutuhan material. Penelitian yang meniliti tentang

penerapan hak memperoleh pendidikan bagi anak jalanan di Lembaga Sosial

Hafara, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan UUD 1942

Pasal 31 ayat (1) tersebut.8 Dari penjabaran di atas penelitian ini berbeda

dengan penelitian penyusun yang meneliti hak mendapatkan pendidikan

namun bagi mahasiswa berprestasi pemegang KMS.

Skripsi Kusroh Lailiyah “Peran Lembaga Ombudsman Daerah DIY

Dalam Mediasi Hak-hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012”

yang bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Ombudsman Daerah

dalam mediasi hak-hak pendidikan masyarakat sehingga diharapkan dapat

tercipta pelayanan publik yang berkualitas dengan harapan dapat mengurangi

berbagai praktek maladministrasi yang kerap terjadi.9 Dari penjabaran di atas

berbeda dengan penelitian penyusun yang meneliti pendistribusian beasiswa

bagi mahasiswa berprestasi pemegang KMS.

Skripsi Erik “Hak-hak Anak Dalam Pendidikan (Study Kasus

Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)” yang

meniliti tentang bagaimana pelaksanaan hak-hak pendidikan bagi narapidana

anak di Lapas Wirogunan Yogyakarta dan memiliki tujuan mengetahui

8 Ma’sumatun Ni’mah, “Penerapan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) Tentang Hak
Memperoleh Pendidikan (Studi Kasus Bagi Anak Jalanan Di Lembaga Sosial Hafara Kasihan
Bantul,” Skripsi, (Yogyakarta: Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

9 Kusroh Lailiyah, “Peran Lembaga Ombudsman Daerah DIY Dalam Mediasi Hak-Hak
Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012,” Skripsi, Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas
Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2013).
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bagaimana Lapas memberikan pembinaan dan pembekalan keterampilan

terhadap Narapidana anak, sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab

dalam pemenuhan hak-hak anak.10 Dari penjabaran di atas berbeda dengan

penelitian penyusun yang mana penyusun tidak meneliti hak pendidikan di

Lembaga Permasyarakatan, melaikan meniliti tentang hak pendidikan dalam

melanjutkan studi tingkat perguruan tinggi dengan melalui beasiswa

berprestasi.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka teori yang digunakan untuk

membantu menjawab permasalahan di atas tentang pedoman pemberian

beasiswa mahasiswa berprestasi bagi keluarga pemegang Kartu Menuju

Sejahtera (KMS).

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum mulai berkembang saat mencuatnya pemikiran

tentang teori hukum alam, yang tumbuh di Eropa pada abad ke tujuh-belas

hingga abad ke delapan-belas. Secara umum, dalam teori negara hukum,

dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara hukum, yang terdiri

dari konsep negara hukum dalam arti rechtstaat, dan negara hukum dalam

pengertian sebagai the rule of law. Paham rechtstaat dikembangkan ahli-

10 Erik, “Hak-hak Anak Dalam Pendidikan (Study Kasus Narapidana Anak di Lempaga
Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta,” Skripsi, Yogyakarta: Kependidikan Islam, Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2011).
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ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Emanuel Kant (1724-1804)

dan Federich Julius Stahl.11 Sedangkan paham The Rule of Law mulai

dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya

Introduction to Study of The Law of The Constitution. Paham The Rule of

Law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law.12

Menurut A.V. Dicey negara hukum harus mempunyai 3 unsur

pokok yaitu:

a. Supremacy Of Law

Supremacy of law atau supremasi hukum di Inggris hal ini

merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan merupakan

unsur yang diperjuangkan lebih awal oleh rakyat Inggris jika

dibandingkan dengan rakyat negara-negara barat lainnya. Negara

Inggris yang diatur oleh hukum, dan seseorang hanya mungkin

dihukum karena melanggar hukum, tidak karena hal-hal lain. Hak

kebebasan warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak

seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar

hukum yang dilanggarnya.13

11 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989),
hlm. 57.

12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagin Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi
Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum
Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1972), hlm. 72.

13 Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya,
(Jakarta; UI Press, 1995), hlm. 39-40.
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b. Equality Before The Law

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam

kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang

sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga

negara sama kedudukannya di hadapan hukum, dan apabila ia

melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat

negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan

yang sama.14

c. Human Rights

Masuknya Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

merupakan suatu kemajuan besar dalam proses perubahan

Indonesia, sekaligus merupakan suatu ikhtiar bangsa Indonesia

untuk menjadikan UUD 1945 menjadi sebuah UUD yang makin

modern yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi

Manusia dan demokrasi.15

Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara

hukum Anglo saxon adalah keduanya mengakui adanya “Supremasi

Hukum”. Perbedaannya adalah pada Negara Anglo Saxon tidak terdapat

peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang

melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama. Sedangkan

14 Ibid., 41.

15 Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta; Yayasan Brata Bhakti,
2009), hlm. 128.
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nagara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang

berdiri sendiri.

Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki

satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi

manusia, dan penghormatan atas martabat manusia - the dignity of man.16

Menurut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur

rechtstaats dalam arti klasik, yaitu:17

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak

itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias

politica);

c. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan

undang-undang (wetmatigheid van bestuur);

d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Unsur  pertama diatas, yaitu unsur perlindungan terhadap hak asasi

manusia merupakan unsur yang diilhami oleh doktrin Jhon Locke.

Sebagaimana diketahui, Jhon Locke mengemukakan bahwa manusia

memiliki hak-hak alamiah (natural rights) yang melekat pada manusia

sejak manusia dilahirkan. Hak-hak ilmiah itu antara lain adalah hak untuk

hidup, hak kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak alamiah itu

16http://hukum.kompasiana.com-evolusi-pemikiran-hukum-suatu-diskursus-mengenai-
negara-hukum--584129.html/ diakses pada tanggal 20/02/14

17 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 29.
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bukan pemberian negara, tetapi melekat pada manusia sesuai dengan

harkat dan martabat manusia.18

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan

terjemahan langsung dari rechtsstaat.19 Konsep Negara Hukum menurut

Aristoteles (384-322 S.M) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang

menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat

bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai

dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap

manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles

(384-322 S.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia

sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya

hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.20

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan

rechtstaats atau the rule of law. Paham rechtstaats pada dasarnya

bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang

rechtstaats mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi

sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.21

18 Ibid., hlm. 30.

19 Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya,
(Jakarta, UI Press, 1995) hlm. 30.

20 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
(Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

21 Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di  Indonesia,  (Jakarta: Ind-Hill  Co, 1989),
hlm. 30.
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2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap

orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

manusia.22 Hak mendapatkan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi

manusia di Indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak

konstitusional. Ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (pasca perubahan),

Khususnya Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan

dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan

demi kesejahteraan umat manusia.”23

Di tingkat Internasional, Kovenan Internasional Hak Ekonomi,

sosial, budaya (EKOSOB) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU

No. 11 Tahun 2005, tentang hak atas pendidikan Negara memiliki

kewajiban untuk :24

a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma

bagi semua orang;

22 Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

23 http://Ham Tentang Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan.htm/ diakses pada tanggal
24/02/14

24 Ibid.
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b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk

pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia

secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan

c. Segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan

pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

d. Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga,

berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya

dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

e. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau

diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau

menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka;

f. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus

diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus

dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus

ditingkatkan secara berkelanjutan.

Perserikatan Bangsa Bangsa memposisikan hak atas pendidikan

sebagai salah satu kewajiban negara (state obligation) yang harus

dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa prespektif hak asasi manusia

(HAM) idealnya merupakan salah satu dimensi penting yang perlu

diperhatikan dalam kebijakan pendidikan. 25

Pendidikan sebagai hak asasi manusia ini lebih spesifik dinyatakan

di dalam Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

25 Sofian Munawar Asgart, Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM, (Yogyakarta:
Ombak, 2011), hlm. 4.
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(HAM) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi

pengembangan pribadinya, untuk meperoleh pendidikan, mencerdaskan

dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang

beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan

sejahtera sesuai dengan hak asasi” Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem pendidikan Nasional, Bab III, Prinsip Penyelenggaraan

Pendidikan, , menyatakan, “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis

dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak

asasi.”26

Sedangkan di dalam Pasal 11 dinyatakan: (1) Pemerintah dan

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi, dan (2) Pemerintah dan pemerintah daerah

wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi

setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Hak atas

pendidikan juga merupakan hak sipil dan politik yang harus dilindungi,

dipenuhi, dan dihormati oleh negara, antara lain termuat di dalam Pasal 18

ayat (4), Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang

menyatakan, “Negara-negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk

meghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah, untuk

26 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003
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memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka

sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”27

3. Teori Good Governance

Good Governance memiliki dua arti dalam pengertiannya.

Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat,

dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian

tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan

sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan

pengertian ini, good governance berorientasi pada:28

1. Orientasi ideal, yaitu negara yang diarahkan pada pencapaian

tujuan nasional.

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif

dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Secara teoritis, terdapat tiga komponen penting yang terkait satu

sama lain dalam membangun adanya good governance yaitu:29

a. Institusi Negara (state)

27 http://hak pendidikan.htm/ diakses pada tanggal 24/02/14

28 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka
Otonomi Daerah, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 6.

29 Ibid., hlm. 5.
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Komponen pertama ini memiliki peran penting, khususnya

dalam meletakkan landasan bagi keberadaan pemerataan, keadilan, dan

kedamaian serta membangun lingkungan politik dan hukum yang

kondusif bagi pembangunan.

b. Masyarakat Madani (civil society)

Komponen yang kedua ini memiliki peran penting dalam

membangun landasan bagi adanya kebebasan dan persamaan, termasuk

kebebasan mengekspresikan diri yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Sektor Swasta (privat sector)

Keberadaan komponen ketiga ini penting untuk meletakkan

landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sektor swasta

dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

pendapatan, meningkatkan volume produksi dan perdagangan,

membangun SDM, dan langkah-langkah penting lainnya.

Reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk

membangun praktik good governance memiliki dampak yang meluas

terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan pemerintahan lainnya

sehingga perubahan pada praktik penyelenggaraan pelayanan publik

dapat menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju good

governance.30 Pelayanan publik harus diterima oleh seluruh lapisan

masyarakat secara sama rata baik kaya maupun miskin. Namun dalam

pemberian pelayanan publik diberlakukan diferensisasi treatment

30 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 20.
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terhadap masyarakat miskin. Seperti halnya pemberian beasiswa

miskin, hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang mana

masyarakat mampu tidak dapat mendapatkan beasiswa ini. Hal ini

dikarenakan bahwa adanya pembedaan perlakuan bagi masyarakat

miskin oleh pemerintah yaitu dalam rangka memberdayakan

masyarakat dari golongan kurang mampu agar dapat fasilitas yang

sama yang dididapat oleh masyarakat mampu dan dapat bersaing dan

berkompetisi di bidang pendidikan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang mana harus dilakukan

berdasarkan prosedur-prosedur keilmiahan antara lain dengan menggunakan

metode penelitian lapangan dengan objek beasiswa bagi mahasiswa

berprestasi berdasarkan aspek kesejahteraan melalui Kartu Menuju Sejahtera

(KMS). Dengan metode ini penelitian akan berjalan baik dan menghasilkan

penelitian yang ilmiah. Karena itu penyusun menggunakan prosedur sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).

Data primer (sumber data utama) diperoleh dari pihak-pihak yang terkait

secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29

Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera di wilayah Kota
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Yogyakarta, baik di Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah

yang merupakan pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

untuk melaksanakan peraturan tersebut, serta warga Kota Yogyakarta yang

mendapatkan beasiswa berprestasi KMS.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah kota Yogyakarta dan Dinas

Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah.

3. Sumber/ Jenis Data

a. Data Primer

Data yang didapat dengan datang langsung ke tempat penelitian

(sumber) yang akan dilakukan, yaitu dari hasil observasi dan

wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara

mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan, buku-buku dan artikel maupun skripsi yang terkait

hubungan dengan masalah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi bagi

keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang diteliti antara

lain:

1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum

yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut

terdiri atas: (a) UUD 1945, (b) Undang-Undang No. 20 Tahun



22

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (c) Peraturan Walikota

No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa

Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju

Sejahtera (KMS)

2) Bahan-bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer serta semua publikasi tentang

hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut

merupakan petunjuk atau penjelasan yang terdiri dari buku-buku,

jurnal, skripsi, makalah yang terkait, dan sebagainya.

3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia,

surat kabar, jurnal dan lainnya.31

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun dengan menggunakan

sarana pengumpulan data:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan:

1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis

Jaminan Pendidikan Daerah yang bertugas dalam pelaksana

31 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hlm.
53.
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Peraturan walikota Yogyakarta No. 29 Tahun 2013 yang terkait

dalam penelitian ini.

2) Masyarakat penerima beasiswa berprestasi KMS.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penyusun melakukan observasi

berdasarkan data yang ada dengan cara melakukan pengamatan

terhadap kediaman masyarakat penerima beasiswa berprestasi KMS di

wilayah Kota Yogyakarta.

c. Dokumen

Dalam dokumentasi ini berupa brosur yang di berikan terhadap

masyakarat oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan data penerima

beasiswa berprestasi KMS sepanjang tahun 2013 di wilayah Kota

Yogyakarta.

5. Analisis Data

Penelitian dengan data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata

lisan atau tulisan tentang kejadian, situasi hasil wawancara, dokumen yang

dilakukan baik di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui Unit

Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah maupun di masyarakat

penrima beasiswa berpretasi KMS. Dari data penelitian kualitatif dapat

dianalisis dan terlihat gambaran yang sistematis dan factual. Kemudian

hasil analisis dan penafsiran tersebut, penyusun menarik kesimpulan untuk

menjawab permasalahan hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan
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memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan terhadap

permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Siatematika pembahasan dalam bentuk skripsi ini penyusun susun

dalam lima bab sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling

mengikat. Adapun isi BAB I sampai BAB V yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Pendidikan di Kota

Yogyakarta. Pada Bab II ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu Tinjauan Umum

Negara Hukum, Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia (Elaborasi Terhadap

Hak Pendidikan), dan Tinjauan Umum Tentang Peraturan Walikota

Yogyakarta No. 29 Tahun 2013.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian merupakan pembahasan

tentang tempat di mana dilakukannya penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kota

Yogyakarta dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah.

susb bab pertama berisi tentang tinjauan umum Kota Yogyakarta, tinjauan

umum Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang berisikan letak geografis,

struktur orgnanisasi, tugas dan fungsi, dan sumber daya aparatur. Serta

membahas tentang tinjauan umum terhadap Kartu Menuju Sejahtera.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasanmerupakan jawaban dari

hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Bab ini terdiri dari 2 (dua)
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sub bab, yaitu Implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga

Pemegang Kartu Menju Sejahtera (KMS) Di Kota Yogyakarta Tahun 2013.

Sub bab ini terdiri dari 2 sub bab, yaitu pelaksanaan Peraturan Walikota No.

29 Tahun 2013 dan analisis terhadap implementasi Peraturan Walikota No. 29

Tahun 2013. Sub bab kedua yaitu tentang faktor penghambat dan faktor

pendukung pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013.

BAB V Penutup, bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan

dan saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu,

terkait implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu

Menuju Sejahtera di kota Yogyakarta dapat diambil kesimpulan bahwa

dalam rangka menyelenggarakan sistem pendidikan yang mumpuni,

pemerintah daerah dalam memberikan beasiswa bagi keluarga kurang

mampu pemegang KMS yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 29

Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Bagi

Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera sudah dilaksanakan dengan

cukup baik.

Secara teori, dalam pemberian sarana dan prasarana pendidikan

bagi rakyat terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum.

Dalam negara hukum apabila dikaitkan dengan hak menentukan, memilih

dan mendapatkan pendidikan, maka prinsip ini menyangkut hak asasi

manusia yang akan diperoleh setiap individu. Pada dasarnya setiap aturan

yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan hak asasi manusia

adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam berbangsa dan

bernegara.

Terkait hak memperoleh pendidikan tinggi bagi keluarga kurang

mampu, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan beasiswa kepada
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mahasiswa pemegang KMS yang berprestasi yang diatur dalam Peraturan

Walikota No. 29 Tahun 2013. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bekerja

sama dengan pejabat daerah dalam memberikan sosialisasi kepada

masyarakat melalui 45 kelurahan di seluruh kota Yogyakarta untuk

mengundang masyarakat melalui ketua RT/ RW atau ibu-ibu PKK untuk

nantinya diberikan sosialisasi beasiswa berprestasi bagi keluarga KMS

tersebut dan disampaikan oleh masyarakat sekitar. Mahasiswa berprestasi

yang nantinya mendapatkan beasiswa prestasi KMS tersebut boleh

berasalkan dari Universitas Negeri maupun Swasta.

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi ini berdasarkan

Pasal 4 Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang

KMS antara lain penentuan sasaran penerimaan beasiswa mahasiswa harus

memenuhi ketentuan yaitu peserta didik penduduk kota yang berasal dari

keluarga pemegang KMS, yang sedang menempuh pendidikan pada

jenjang perguruan tinggi minimal 2 (dua) semester dan memiliki indeks

prestasi (IP) tertinggi di tingkat kelurahan pada semester tahun yang

sedang berlangsung.

Pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat

diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk

menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi,

pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya, setiap mahasiswa tidak
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membedakan suku, agama, maupun golongan. Pada tahun 2013 penerima

beasiswa prestasi bagi keluarga pemegang KMS ini telah diterima oleh 28

(dua puluh delapan) mahasiswa dari keluarga KMS satu diantaranya

menempuh kuliah di luar daerah Yogyakarta.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 29 Tahun

2013 yaitu kurangnya sosialisasi secara langsung kepada keluarga

pemegang KMS. Sehingga pelaksanaan program pemerintah ini belum

tersebar secara merata. Dapat dilihat dari 45 kelurahan yang berada di

wilayah Kota Yogyakarta hanya 28 mahasiswa yang mendapat beasiswa

mahasiswa berprestasi tersebut. Beberapa diantaranya mengetahui

program beasiswa ini melalui brosur dan dalam keadaan waktu yang

terbatas untuk pengumpulan berkas-berkas tersebut.

Syarat-syarat yang mudah untuk mendapatkan beasiswa mahasiswa

berprestasi ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan

Walikota No. 29 Tahun 2013 ini, serta besaran biaya yang diberikan

membuat semangat bagi mahasiswa berprestasi tersebut. Akan tetapi

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kurangnya

keinginan dalam mengurus persyaratan yang ditetapkan pemerintah,

menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas sumber daya di

wilayah Kota Yogyakarta.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Pedoman Pemberian

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang KMS maka
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penyusun memberikan beberapa beberapa saran khususnya kepada Dinas

Pendidikan Kota Yogyakarta:

1. Dinas Pendidikan kota Yogyakarta seharusnya dalam menyampaikan

sosialisasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang

Kartu Menuju Sejahtera dan pengadaannya tidak hanya disampaikan

kepada perangkat desa saja, akan tetapi juga menyampaikan langsung

kepada keluarga yang memiliki KMS. Sehingga keluarga pemegang KMS

yang mempunyai anak yang menempuh pendidikan perguruan tinggi

mengetahui program tersebut secara langsung dan jelas. Seperti halnya

langsung memberikan brosur beasiswa prestasi KMS ke setiap rumah

warga. Karena tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk

mengetahui program-program yang diberikan pemerintah untuk

menunjang kehidupan mereka.

2. Mengingat dana operasional perkuliahan  yang tidak sedikit, seharusnya

Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan besaran anggaran beasiswa

yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga pemegang

KMS. Agar menambah semangat dan minat bagi para mahasiswa untuk

mendapatkan beasiswa di periode selanjutnya serta termotivasi dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi keluarga pemegang

KMS.
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WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI
BAGI KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi, ada beberapa ketentuan
yang perlu disesuaikan, maka Peraturan tersebut perlu dicabut dan
diganti;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
dalam pasal 38, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan
penghargaan berupa beasiswa mahasiswa berprestasi bagi keluarga
pemegang Kartu Menuju Sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005  tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008  tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor  48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri undangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI BAGI
KELUARGA PEMEGANG KARTU MENUJU SEJAHTERA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kartu  Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu yang dikeluarkan

Oleh Pemerintah Daerah sebagai indentitas keluarga menuju sejahtera

2. Mahasiswa berprestasi adalah peserta didik penduduk kota yang berasal dari keluarga
pemegang KMS, yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi
minimal 2 (dua) smester dan memiliki indeks prestasi (IP) tertinggi di tingkat kelurahan
pada semester tahun yang sedang berlangsung.

3. Satuan Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan perguruan tinggi.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur.

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Azas

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa mahasiswa berprestasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya
manusia dari keluarga pemegang KMS.

Pasal 3

Tujuan diberikannya beasiswa kepada mahasiswa berprestasi untuk memberi motivasi dan
membantu mahasiswa dari keluarga KMS yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi
agar dapat menyelesaikan studi.



Pasal 4

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi berazaskan :
a. Obyektif : penentuan sasaran  penerima beasiswa mahasiswa harus memenuhi ketentuan;
b. Transparan : pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh

masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan –
penyimpangan yang mungkin terjadi;

c. Akuntabel : pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

d. Tidak diskriminatif : setiap mahasiswa sebagaimana tersebut pada nomor 7 bab 1 pasal  1 di
atas, tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II
SASARAN

Pasal 5

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa  berprestasi yang berasal dari keluarga pemegang KMS
yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau di luar negeri dengan klasifikasi :
a. terdaftar dalam kartu menuju sejahtera dan kartu keluarga/C1;
b. aktif mengikuti perkuliahan atau sedang menyelesaikan tugas akhir  yang  dibuktikan dengan

surat keterangan dari perguruan tinggi;
c. sedang mendapatkan beasiswa dari lembaga di luar Pemerintah Daerah yang  dibuktikan

dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
d. dapat menunjukan kartu hasil studi (KHS) minimal 2 (dua) smester terakhir pada tahun yang

sedang berlangsung

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Kegiatan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana
Teknis Jaminan Pendidikan Daerah.

(2) Tahap seleksi dan verifikasi dilaksanakan melalui masing-masing kelurahan.



BAB IV
BESARAN BEASISWA MAHASISWA

Pasal 7

Beasaran beasiswa mahasiswa diatur sebagai berikut:
a. Lokasi kuliah di Luar Negeri :

1. bantuan biaya hidup : Rp 5.000.000
2. bantuan biaya buku : Rp 1.000.000

Jumlah : Rp 6.000.000
b. Lokasi kuliah di Luar wilayah DIY :

1. bantuan biaya hidup : Rp 3.000.000
b. bantuan biaya buku : Rp 500.000

Jumlah : Rp 4.000.000
c. Lokasi kuliah di dalam wilayah DIY

1. bantuan biaya hidup : Rp 2.500.000
b. bantuan biaya buku : Rp    500.000

Jumlah : Rp 3.000.000

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TTD

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 29

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Maret 2013



Pedoman Wawancara

Wawancara terhadap Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

1. Apa saja yang menjadi patokan dalam tahap penyeleksian pengajuan

beasiswa ini?

2. Bagaimana cara penyampaian program ini kepada masyarakat?

3. Jika ada sosialisasi, maka pelaksanaannya dilakukan setiap berapa kali?

4. Apa saja tahap-tahap yang harus dilakukan masyarakat bagi yang

mengajukan beasiswa KMS ini?

5. Berapa jumlah keluarga yang mengajukan beasiswa KMS ini?

6. Apakah ada kendala dari program ini? Mulai dari sosialisasi, seleksi,

verivikasi, hingga keputusan penentuan keluarga KMS yang mendapat

beasiswa?

7. Jika ada kendala, apa saja kendala tersebut?

8. Siapa petugas yang menyeleksi keluarga KMS yang mengajukan

beasiswa tersebut?

9. Apakah dilakukan pengecekan ulang setelah pemberian beasiswa

tersebut?

10. Berapa besaran dana yang diberikan untuk beasiswa KMS tersebut?

11. Melalui apa pemberitahuan hasil penerimaan beasiswa KMS tersebut

kepada keluarga yang bersangkutan?

Wawancara terhadap mahasiswa berprestasi KMS

1. Sejak tahun berapa anda mendapatkan KMS?

2. Apakah anda mengetahui program beasiswa KMS? apabila tau,

mengetahuinya dari mana dan melalui apa?

3. Sosialisasi secara bersama atau ada surat pemberitahuan dari perangkat

desa?

4. Menurut anda apa manfaat yang anda peroleh dari progam tersebut?

5. Menurut anda apa yang kurang dari program beasiswa ini?



6. Berapa besar dana yang diberikan?

7. Setiap berapa kali dana tersebut diberikan?

8. Melalui apa pengambilan dana tersebut?

9. Apakah dana yang diberikan sesuai dengan pemberitahuan tersebut atau

tidak?

10. Adakah potongan dana atau tidak?

11. Adakah tanda bukti penerimaan dana?

12. Apakah setelah mengajukan beasiswa ada tahap penyeleksian atau tidak?

13. Adakah syarat-syarat dari progam tersebut?
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ffit]lo Universitas Islam Negeri Sunan Kaliiaga FM,UINSK.BM 05 O2/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKTIIR

l-lal: Persetujuan Skripsi
Lamp: -

Kepada Yth- Dekan Fakultas Syad'ah dan Hukunl
Universitas Islanr Negeri Sunall Kalijaga Yogyakata
Di Yogyakarta

.4ssakLmu ttIaikun lltr. Llb

Sctcleh rnenrbNca. meneliti. lllenrbcrikan pctunjuk drn ntengorcksi scrta

rncngadakirn pcrbrrkun sepcrlunya, nl.rka kxrri sclakLL perlbinll)i1t! b.rIcr)cilpal
bahr.r'a skripsi Sarrdirri:

Name : Custin Mairinda Ari Sandy

NIM : 103,10113

Judul : Implenentasi Peraturan Walikote No. 29-tahun 20ll rentang

Pedoman Pemberian Beasisrva lVlahasiswa Berprestasi Bagr

Keluarga Pcmegang Kaftu Menuu Sejahtera (KMS) Di Wilayah
Kota Yogyakarta TahLUl 20 I i.

Sudah dapat diajukan kembali kepacla fakultas Sylri ah clan Hukum.
Progran Studi llmu Hukum Universitas Islam NegeriSunan KaliJaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk mempcroleh gelar Sarjana Strata Satu dalarn Ilmu
Hukum.

Dengan ini karri meDghamp agai skripsi/ tugas akhir Sairdari ter.sebut di
atas dapat segela dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan tcrima
kasih.

l\as s alantu' a I a iku n Il r ll/b

Yogy 29 Seftcrnhcr 2Ul -+

Penlbimbi

NIP: 197-10825 19990-l I 004
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KEMEI,TTERIAI.I ACAMA
L]N VERSIAS ISLAM NEGERISUNAN (^LJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamar J Macdaad€uc,DroTe0 102/41'2840 tu, to?Lr5r5bj{

Yooyaratu55281

,*.*"5t
CERT

(firJ
No.

Hal

urN.02lDs.1/PP.00.9/654 / 2014
: Permohonan zn Penelitian

Kepada

Ylh Walikota Yogyakaria
D Yogyakarta

As salafi u' al a ikun wt.wb.

Dengar hormat, yang be.landa
Syari'ah dar'r llukum U N Sunan

la.rgan di bawah ini Waki Dekan
Kalijaga Yogyakaita memohonkan

Yogyakarta, 13 Maret 2014

Bidang Akademrk Fakultas
izin bagi mahasiswa kami l

untuk mengadakan penelitian di lnstans yang Bapak/ lbu pimpin. guna mendapatkanpengetahuan dan iniomasi dalam ranoke pejyf i:ii 
l(arya furu rr,i,,.[ 1St'npo1 ,* iln*ri"_TMPLEMENTAST PERATURAN w,iLrxou no.zg ianur,r zo13 iiuirui'iEiouaru

lllll!l4N BEAsrswA rl,tAHAsrswA BERpREsTAST irci-xiruni6ii-riilEoo*cx,lRru MENUJU SEJAHTERA (KMs) or wrrAveu xon vbovri<'rii; iiluN;;3"
Demiklan kami sampaikan atas bantuan dan kedasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalanu' alaikun wt.wb

ekan

ang Akademlk
a

19570207 ts87o3 1 oo3 1

Tembusan:
Dekan Fakullas Syariah dan Hukurn

No

1

Nama

Gustin lvahinda Arj Sandy

NIM JURUSAN / PRODI

10340113 llmu Hukum (tH)

"sq3

l0,t,qr'r rrlt

ai

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
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SIJRAT Kf,TERANGAN

TELAII MELAI(JKAN WAWANCAR.{

Saya yang bertatda rargan di bawah ini:

, f_.,
HonL trtn anto

Nama

Jabatz!

IIsia

Menyatalan bahwa saudffa Gu-stin Mahinda tui Sandy, NIM (10340113), Fatlitas

Syari'ah dan Huk-ur4 Prodi Ilmu Hukum' Universit's islam Negeri (UbI) Sunan

Kalijaga Yogyakarta benar-benar telah melskukan wawtnctra d€lgan slyr

sebagai respond€tr peneliti&n.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya unnrk di

pergunakan sebagainarn mestinya-

-8-/1Yogyakart4

)



SIJRAT KETERANGAN

TELAH MELAI(JKAN WAWANCARA

Saya yaag beltanda tangan di bawah ini:

Nama,.?tr.:...h&.0.'.4..t4t

rabalan,...2P1...ftq..........

,r /)Usia :...L.?..4?.......... .

Menyatakan bahwa saudr.ra Gustin Mahinda Ari Sandy, NIM (10340113)' Fal'ultas

Syari'ah dan Hukum, Prodi llmu Hukum, Universitas Isla.tn Negeri (JIN) Suoan

Kalijaga Yogyakarta benar-benar telah mekkukar wlwltlcara dengad stya

sebagri rcsponden penelitirn.
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